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ABSTRAK


Model kelompok usaha bersama dalam program pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dikaji. Mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan sebelum ini dalam berbagai bentuk program pemberdayaan kelompok usaha masyarakat miskin, namun masih belum banyak memberikan hasil. Padahal dari hasil studi yang merujuk pada pentingnya peranan kelompok dalam pemberdayaan hampir seluruhnya merujuk bahwa kelompok merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sarana untuk mempercepat terjadinya proses pemberdayaan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Namun  tingkat kemiskinan masih tetap tinggi. Berdasarkan hal tersebut  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan kajian pada  program-program kemiskinan yang menggunakan model kelompok sebagai media sasaran dengan tujuan untuk merekonstruksi model kelompok usaha  bersama (KUBE) masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan. 

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwan KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat (bottom-up) untuk membentuk KUBE.   Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE  belum ada sebelum adanya program bantuan datang  Sebanyak 89,5 % anggota KUBE menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 hari, tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang program dan bentuk bantuan apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai anggota KUBE, dimana anggota KUBE banyak yang terdiri dari sanak famili  atau kerabat  dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk sebagai anggota KUBE. 

Kata Kunci :  KUBE, Masyarakat miskin, Top Down, Bottom-Up

BAB I.
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Model kelompok usaha bersama yang dapat menjadikan  masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan sangat penting untuk dikaji. Mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan sebelum ini dalam berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan, namun belum banyak memberikan hasil. Berbagai program telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.  Namun adopsi sistem penanggulangan kemiskinan secara statis, melalui program kompensasi;  bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan, hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (World Development Report, 2004). Mengingat ketika program telah berakhir, masyarakat miskin masih tetap memerlukannya. Kemudian program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan kelompok sebagai media untuk mencapai tujuan dan sasaran program juga telah banyak dilakukan mulai dari tahun 1999, dimulai dari IDT, JPS, PDM-DKE, PEMP, LUEB, Inseminasi Buatan, PPK, P2KP dan lain. Namun  pengurangan angka kemiskinan  tetap tidak beranjak dari angka 2 digit dan bahkan angka kemiskinan relatif cenderung meningkat (BPS,2007).  Hal ini terlihat dari  tingkat kemiskinan yang masih tetap tinggi.  Padahal dari hasil studi yang merujuk pada pentingnya peranan kelompok dalam pemberdayaan hampir seluruhnya merujuk bahwa kelompok merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sarana untuk mempercepat terjadinya proses pemberdayaan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Elfindri, 2008). 

Menurut Bank Dunia (2004) di Negara sedang berkembang dan di Indonesia menurut Daly and Fane(2002:309) salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya dalam menyusun target group. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji bagaimana proses terbentuknya sebuah kelompok usaha bersama masyarakat miskin yang ada dalam program pengentasan kemiskinan, permasalahan dalam kelompok serta intervensi program terhadap kelompok dalam implementasi,  sehingga untuk jangka panjang akan diperoleh rekonstruksi pemodelan Kelompok Usaha Bersama sebagai panduan kebijakan  dalam program pengentasan kemiskinan. 

B. Urgensi / Keutamaan Penelitian


Kemiskinan merupakan topik yang paling sering dibicarakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam RPJM 2004 – 2009 secara spesifik telah disebutkan bahwa target yang ingin dicapai adalah  menurunkan penduduk miskin dari 16,7 % tahun 2004 menjadi 8,2 % tahun 2009 (Bappenas, 2007).Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Pada tahun 2004 telah dikucurkan dana mencapai Rp 18 triliun, dan kemudian meningkat menjadi Rp 23 triliun pada tahun 2005. Sementara selama periode 2006 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun dan bertambah menjadi Rp 51 triliun pada tahun 2007 (Bappenas, 2007). Pada akhir Maret tahun 2009  anggaran kemiskinan sudah bertambah menjadi Rp66,2 T dengan penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 1,27% dari tahun 2008 (BPS,2009).Anggaran kemiskinan yang besar tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. 
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Pada grafik terlihat bahwa penurunan jumlah penduduk miskin  seakan-akan tidak bergerak. Angkanya hanya berkisar antara 14 – 17 % selama 6 tahun dari tahun 2004 – 2009. Sedangkan anggaran kemiskinan terlihat semakin membengkak dengan jumlah yang naik hampir 300% pada tahun 2007 bila dibandingkan dengan dengan anggaran pada tahun 2004. Namun tingginya anggaran kemiskinan yang disediakan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga perlu dilakukan kajian kembali tentang berbagai program pengentasan kemiskinan, agar anggaran yang dikeluarkan dapat tepat sasaran. 

Sumatera Barat termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia yaitu sekitar 11,9  %  (sejumlah 529.200 orang) pada tahun 2007. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 telah berkurang  21.051 orang, atau hanya turun sebesar 0,6 % (BPS, 2007). Penurunan yang tidak begitu besar menjadikan masalah kemiskinan selalu menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan Sumatera Barat. 

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut perlu adanya program yang efektif, efisien, terpadu dan berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan. Karena adopsi sistem penanggulangan kemiskinan secara statis, melalui program kompensasi;  bantuan langsung pangan, voucher pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan, hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (World Development Report, 2004). Mengingat ketika program telah berakhir, masyarakat miskin masih tetap memerlukannya. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dewasa ini membuat Pemerintah terpaksa harus bekerja keras untuk mewujudkan target tersebut. Apalagi dalam situasi inflasi sekarang yang mengakibatkan daya beli masyarakat cenderung turun, upaya pengentasan kemiskinan menjadi suatu pekerjaan yang bersifat urgen dan  harus segera dilaksanakan.


Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin dan bantuan-bantuan non-tunai lainnya, seperti beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan kesehatan (Askeskin) serta pendidikan (BOS dan BKM), IDT, JPS,  PEMP, LUEB, Inseminasi Buatan, PPK, P2KP dan lainnya, namun pada kenyataannya penduduk miskin tidak berkurang dengan  jumlah yang cukup besar. Sementara sistem penanggulangan secara dinamis, berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering mengalami kendala (Elfindri, Mahdi, Hasbullah dan Ridwan, 2005). Ironis memang, sementara setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan, dan sangat sulit sampai kepada sebuah kesimpulan pengurangan kemiskinan sebagai konsekwensi dari kebijakan yang telah dilakukan.

Untuk itu penajaman program-program pengentasan kemiskinan ke depan perlu diperhatikan lebih serius, khususnya upaya peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam  penyusunan strategi pengentasan kemiskinan adalah strategi yang mengarah pada  kelompok usaha bersama, yang mampu mengantarkan masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinannya.

 Kartasasmita (1996) menyatakan salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Hal ini didukung oleh Sajogyo (1997) bahwa pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama yang dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri. Kemudian Elfindri, mahdi, Hasbullah, Rimilton (2005) dan dilanjutkan Elfindri, Mahdi dan Rimilton (2006) menyimpulkan bahwa  kelompok memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan pemberdayaan terutama dalam pengentasan kemiskinan.  

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang menggunakan kelompok usaha bersama sebagai sasaran dan alat pencapaian tujuan pada pertengahan tahun 2007 tahun  adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Program ini dilakukan oleh Departemen Sosial untuk mendukung suksesnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan memberikan jaminan permodalan usaha yang mampu memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif.  

Program P2FM melalui BLPS ini dilakukan di 33 propinsi atau  di 99 kabupaten di Indonesia, dengan anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp 1,4 Triliun (Dirjen Sosial, 2007). Di Sumatera Barat program ini dilakukan  pada 6 kabupaten, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Batu sangkar dan Sawahlunto-Sijunjung (Dirjen Sosial, 2007).

Untuk menganalisa bagaimana model  kelompok usaha bersama masyarakat miskin yang tepat  dalam sebuah program pengentasan kemiskinan, penelitian ini dilakukan pada kelompok usaha bersama masyarakat miskin  pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pembentukan model kelompok usaha bersama masyarakat miskin, kemudian  menganalisa permasalahan dalam  kelompok serta bagaimana intervensi program terhadap kelompok usaha bersama masyarakat miskin tersebut dan terakhir merekonstruksi model  kelompok usaha bersama masyarakat miskin. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini lahir suatu kebijakan mengenai model  Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam program pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.

BAB II. 
TINJAUAN  PUSTAKA

a. Definisi Kemiskinan


Definisi tentang kemiskinan banyak ditemui dalam literatur ekonomi dengan konsep dan cara pandang yang berbeda. Sar A Levitan ( dalam Bayo Ala, 1996) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.  Sedangkan Jhon Friedman (1996) mendefiniskikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tersebut meliputi ; modal yang produktif atau asset (tanah, perumahan, peralatan kesehatan,dll); sumber-sumber keuangan (income dan kredit yang memadai) ; organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi, dll); network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Menurut konsep ekonomi kemiskinan adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan pendapatan untuk kebutuhan dasar minimum merupakan suatu konsep yang paling mudah untuk dimengerti. Namun sampai saat ini belum ada definisi tentang kemiskinan yang memuaskan semua pihak. Sehingga debat tentang data  kemiskinan bukanlah merupakan  suatu hal yang baru. 


Pendefinisian tentang kemiskinan sangat penting artinya karena akan berdampak pada kebijakan yang bakal diturunkan. Salah definisi, sama artinya dengan salah kebijakan, dan akibatnya salah sasaran, sehingga pengentasan kemiskinan jauh dari kenyataan. Saat ini  acuan yang dipakai oleh pemerintah dan United nations berbeda. Pemerintah mengeluarkan angka garis kemiskinan berupa pendapatan Rp. 166.697,- per kapita per bulan (BPS, 2007). Sedangkan United Nations garis kemiskinannya berupa pendapatan dua dolar AS per hari.

b. Ukuran Kemiskinan


Kemiskinan mempunyai ukuran yang luas  dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

(1) Kemiskinan Absolut


Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 2000).


Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.


Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok, yaitu (1) kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan, (2) kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (leissure time), dan rekreasi serta ketenangan hidup, dan (3) kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.


Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.

(2) kemiskinan Relatif   


Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu  berarti ”tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin . Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan disekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Atau dengan kata lain miskin relatif ini adalah miskin secara psikologis. Sebenarnya secara ekonomi ia mampu, namun sering mengaku miskin, salah satu penyebabnya adalah karena ia punya  tagih hutang yang banyak.


Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. 

b. Indikator Kemiskinan


Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yakni konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, KFM dan tingkat kesejahteraan. Perkembangan indikator kemiskinan ini  dapat dilihat pada tabel 1.


Menurut Bappeda (2007) indikator kemiskinan itu dapat dilihat dari lapangan usaha yang terbatas, pendidikan yang rendah (putus sekolah),  pemukiman kumuh, ekonomi (pendapatan masyarakat rendah), derajat kesehatan rendah, terisolasi, nilai-nilai budaya lemah.

Tabel 1.  Perkembangan Indikator kemiskinan di Indonesia

	
	Indikator Kemiskinan
	Garis
	Kemiskinan
	

	
	
	Kota
	Desa
	Kota+Desa

	Esmara (1969/1970)
	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg)
	-
	-
	125

	Sajogyo (1977)
	Konsumsi beras per kapita per tahun  (Kg):

a. Melarat

b. Sangat miskin

      c.    Miskin
	270

360

480
	180

240

320
	-

-

-

	Ginneken (1969)
	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari

· kalori

· Protein
	-

-
	-

-
	2.000

50

	Anne Booth

(1969/1970)
	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari

· kalori

      -     Protein
	-

-
	-

-
	2.000

40

	Gupta (1973)
	Kebutuhan gizi minimum per orang per hari kalori
	-
	-
	24.000

	Hasan (1975)
	Pendapatan minimum per orang per kapita per tahun
	125
	95
	-

	BPS (1984)
	1. Konsumsi kalori per kapita

2. Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)
	-

13.731
	-

7.746
	2.100

-

	BPS (2007)
	1. Konsumsi kalori per kapita per hari

2.Pendapatan  per kapita per bulan (Rp)
	-

-
	-

-
	2.100

166.697

	World Bank (2007)
	Pengeluaran per kapita per hari ($)
	-
	-
	2


Sumber : Widodo (1990) Indikator Ekonomi : Dasar perhitungan perekonomian 

                Indonesia hal. 126 – 127 dan BPS 2007.

c. Faktor Penyebab kemiskinan


Ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan, dikenal adanya kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Kartasasmita,1996). Kemiskinan kultural mengacu pada sikap sesorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak terlalu tergerak berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai. Dengan ukuran absolut, misalnya tingkat pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin. Dalam keadaan seperti ini, bermacam tolak ukur kebijaksanaan pembangunan tidak dengan mudah dapat menjangkau mereka.


Sedangkan kemiskinan struktural dikenal juga sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab berikut :

1. Rendahnya taraf pendidikan yang mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.

2. Rendahnya derajat kesehatan yang mengakibatkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3. Terbatasnya lapangan kerja

4. Kondisi keterisolasian dan sulit  terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dapat dinikmati oleh masyarakat lainnya.

     Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan masih lemah , maka kebijakan nasional umumnya masih lemah, maka kebijakaan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan permasalahan persoalan kelompok ekonomi ditingkat bawah (Swapna nukhopadhay,1985 dalam Arsyad, 1997). Selain itu kebijakan dalam negri seringkali idak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Fredericks,1985 dalam Arsyad, 1997). 


Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak / belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.. Ketidakikutsertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alimiah tidak / belum mampu mendayagunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.


Oleh karena itu kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat yang bertalian dengan pemilihan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah / kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural. Dan pada akhirnya timbul istilah kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Soemarjan, 1980).

d. Strategi Pengentasan Kemiskinan  


Strategi pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari bantuan berbentuk individu sampai berbentuk kelompok sebagai sasaran. Namun sampai saat ini kemiskinan masih merupakan permasalahan dalam pembangunan yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. 


Program – program  bantuan kemiskinan yang telah dilakukan seperti Program Kartu Miskin, Program Beras Miskin,  Program Bantuan Produktif seperti Kredit modal Usaha, Kredit Usaha Tani, Bantuan Bibit Pertanian Subsidi Pupuk, dll, Program bantuan Pendidikan dan Kesehatan, dan program-program kemiskinan lainnya terlihat belum memberikan dampak yang besar terhadap penurunan angka kemiskinan. Terbukti sampai saat ini tingkat kemiskinan masih tetap tinggi di Indonesia.

Ada beberapa hal penting yang menyebabkan hampir sebagian besar program kemiskinan tersebut tidak efektif (Elfindri, 2005): 

1. Lemahnya kemampuan lembaga terkait dalam mengimplementasikan program bantuan kemiskinan

2. Tidak transparannya pengelolaan bantuan dan lemahnya tanggung jawab terhadap pengelolaan

3. Ditemukan praktek-praktek korupsi dan penyelewengan dalam setiap program kemiskinan

4. Minimnya database kemiskinan sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyusun program yang efektif

5. Birokrasi yang rumit

6. Kurang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dibuat

7. Tidak berjalannya community development dan program pendamping sehingga setiap program menemukan kegagalan

8. Lemahnya kemampuan wirausaha dalam masyarakat sehingga perekonomian lokal menjadi macet dan masyarakat miskin terlena dengan setiap bantuan

9. Kurangnya perlibatan sektor swasta dalam program penanggulangan kemiskinan

10. Anggapan pemerintah dan masyarakat terhadap program kemiskinan sebagai sebuah proyek (project-to-project basis) sehingga tidak berkelanjutan.

Untuk itu perbaikan program bantuan kemiskinan mutlak untuk segera dibenahi, diperlukan strategi kebijakan penyesuain terhadap program yang telah dan sedang berjalan. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan harus memperhatikan permasalahan tersebut. Untuk  mengatasi permasalahan kemiskinan, perlu adanya program yang efektif, efisien, terpadu dan berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan. Pembangunan yang mendapat dukungan partisipasi rakyat akan lebih baik dari pada pembangunan yang hanya mengandalkan kekuatan pemerintah. Namun demikian partisipasi ini hendaknya dilandasi oleh kesadaran dan bukan oleh paksaan.

Salah satu program yang pengentasan kemiskinan yang baru saja selesai pelaksanaannya pada tahun 2007 adalah : Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Program Pemberdayaan FM ini didasarkan pada pendekatan “Pembangunan Bertumpu Pada Kelompok” (community based development approach). Pendekatan pada kelompok ini didasarkan atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, yang pada dasarnya mengarah pada efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya capital social (modal sosial). Sehingga akhirnya tujuan program pengentasan kemiskinan dapat dicapai.

e. Peranan Kelompok dalam Sebuah Program


Bagi para pengambil kebijakan dan para pendamping program dilapangan  sangat penting untuk melihat tingkat sebuah keberhasilan program yang menggunakan kelompok. 


Ada beberapa kekuatan kelompok yang bisa dijadikan dasar bagi para pelaksana program dan pendamping dilapangan (Elfindri, 2008) :

1 Kelompok adalah salah satu media untuk mempersatukan masyarakat diberbagai komunitas, karena dalam kelompok berbagai perbedaan dan penafsiran terhadap program bisa dieleminir, maka dengan demikian para pelaksana dilapangan perlu membangun komunikasi dan membangun jaringan sesama kelompok yang ada di daerah sasaran.

2 Kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu sebagai bahagian dari anggota masyarakat yang dikelompokkan  sebagai sasaran program.

3 Kelompok merupakan representasi dari keinginan dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh anggotanya dalam melakukan perubahan dan perbaikan.


Salah satu pentingnya kelompok menjadi alat untuk pencapaian tujuan disebabkan karena  kelompok merupakan sebuah kekuatan sosial yang dapat dijadikan sebagai alat peubah ditengah masyarakat, oleh sebab yang demikian kelompok sangat efektif untuk dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk mewujudkan sebuah gagasan, atau ide yang juga sekaligus alat untuk mengimplementasikan gagasan yang telah dikemas dalam bentuk program dan kegiatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Dalam program P2FM melalui BLPS ini pembentukan kelompok usaha bersama bukanlah sebagai tujuan, tetapi adalah sebagai wadah / organisasi dalam mengelola  Usaha Ekonomi Produktif. Dengan sistem Kelompok Usaha Bersama, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring  dan pembinaannya akan lebih efektif dan efisien,  baik dari segi pembiayaan, tenaga dan waktu yang digunakan. Dengan pembinaan melalui Kelompok Usaha Bersama, maka diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Kelompok. Diharapkan dengan Kelompok Usaha Bersama, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok. Disamping itu Kelompok Usaha Bersama juga  berfungsi menggerakkan keswadayaan, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, wadah pembinaan sosial, ekonomi dan budaya 


Pentingnya kelompok sebagai sasaran dalam sebuah program dapat dilihat pada Gambar 1 yang menggambarkan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok (Elfindri, 2005).

Gambar 1. Community Development : Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat Miskin

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



f.Penelitian Terdahulu  


Penelitian Tjiptoherijanto (1997) tentang Pengentasan Kemiskinan  Melalui Pembangunan Jaringan Ekonomi Pedesaan ( sebagai sebuah strategi) menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan penduduk di desa tertinggal  pada prinsipnya dilakukan dengan pengembangan ekonomi pedesaan yang mandiri dan swasembada.Untuk itu keberadaan lembaga perekonomian di daerah pedesaan harus diupayakan untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan.


Elfindri (2005) menyimpulkan bahwa untuk mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan adalah dengan dengan mengoptimalkan jam kerja kepala rumah tangga, sementara rumah tangga bekas miskin memberikan gambaran yang cukup penting untuk dijadikan sebagai dasar merumuskan kebijakan menanggulangi kemiskinan. Bentuk lain untuk ke luar dari kemiskinan adalah dengan mengembangkan hubungan sosial dalam berbagai tujuan dengan bentuk pinjaman dan penjualan aset produktif sehingga menyarankan perlu adanya intervensi dari pemerintah. 

Perbedaan dengan peneliti – peneliti terdahulu adalah penelitian ini menganalisa model program pengentasan kemiskinan yang menggunakan kelompok usaha bersama masyarakat miskin sebagai alat pencapaian tujuan. Menganalisa permasalahan dalam  kelompok serta bagaimana intervensi program terhadap kelompok usaha bersama masyarakat miskin tersebut dan merekonstruksi model  kelompok usaha bersama masyarakat miskin. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini lahir suatu kebijakan mengenai model  Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam program pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
Dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian pada latar belakang, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Mengetahui karakteristik anggota Kelompok Usaha Bersama dalam program pengentasan kemiskinan.

2 Mengetahui proses terbentuknya Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin dalam Program pengentasan kemiskinan.

3 Untuk mengetahui model pembentukan Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin dalam Program pengentasan kemiskinan.
3.2. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya proses terbentuknya KUBE maka penelitian ini akan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan mengenai model  Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam  Program pengentasan kemiskinan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam program pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.

BAB IV.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat  penelitian kebijakan, yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka diperlukan upaya untuk mengenal dan mengolah data sekunder dan data primer. Data sekunder utama adalah data mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada dalam program pengentasan kemiskinan yaitu KUBE pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2007.  Oleh karena data sekunder belum mengakomodasi kebutuhan penelitian, maka perlu dilakukan penelitian lapangan, fieldwork survey, dengan mengacu kepada pemahaman kedalaman terhadap masalah, dan upaya untuk menemukan akar masalah. Kemudian dari informasi kedalaman masalah dapat dilanjutkan dengan mendesain bagaimana mengatasi persoalan yang sedang dipelajari. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan kebijakan yang diperlukan dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya program yang menggunakan model  kelompok usaha bersama masyarakat miskin sebagai alat untuk mencapai sasaran. 

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat pada 2 Kabupaten terpilih   berdasarkan perbedaan jenis bantuan program yang diberikan, yaitu Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan program pengentasan kemiskinan untuk  masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif sebagai nelayan di wilayah pesisir, sedangkan  Kabupaten Tanah datar menerima bantuan program pengentasan kemiskinan dalam bentuk pengadaan ternak untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif dibidang peternakan. Penelitian pada daerah program penerima bantuan yang berbeda dilakukan untuk lebih memfokuskan penelitian pada rekonstruksi pemodelan kelompok usaha bersama masyarakat miskin dalam program pengentasan kemiskinan. 

 Subjek penelitian pada tahap ini ada dua. Pertama, adalah kepala keluarga rumah tangga fakir miskin yang tinggal di masing-masing kabupaten yang memiliki usaha ekonomi produktif, mereka tergabung ke dalam  Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin dan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan. Kedua, adalah dukungan informasi lanjutan yang berasal dari stakeholder seperti Konsultan Pendamping Program, Pendamping program di desa dan Pendamping program di Kecamatan, Dinas Sosial, masyarakat dan tokoh masyarakat. 

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui sistem wawancara langsung dengan menggunakan alat kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jumlah Kelompok Usaha Bersama dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) di propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1. 

        Tabel 1. Jumlah  KUBE dan Anggota masing-masing KUBE penerima 

                        BLPS di Sumatera Barat

	Kabupaten
	Jumlah KUBE

(Kelompok)
	Jumlah Anggota

(Kepala Keluarga)

	Pasaman Barat
	19
	250

	Agam
	20
	250

	Padang Pariaman
	25
	250

	Pesisir Selatan
	24
	250

	Tanah Datar 
	25
	250

	Sawahlunto Sijunjung
	25
	250

	Total 
	138
	1500


      Sumber : Dirjen Pemberdayaan Sosial. 2007.

Penelitian ini dilakukan di 2 kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan program P2FM, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 19 KUBE yang tersebar di 2 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Air Bangis. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar terdapat 25 KUBE yang tersebar di Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Sungai Tarab, sehingga total populasi KUBE seluruhnya adalah  44 KUBE. 

Untuk mengetahui proses pembentukan KUBE dalam program pengentasan kemiskinan maka sampel KUBE diambil sebanyak 52,23% dari total KUBE yang ada di kab. Pasaman Barat dan Tanah Datar, sehingga diperoleh sampel KUBE sebanyak 23 KUBE. Pada setiap KUBE, sampel yang diambil terdiri dari Ketua, pengurus dan anggota. Karena setiap KUBE  beranggotakan 10  - 13 orang, diperoleh  jumlah sampel seluruhnya 75 orang.

Setelah pengumpulan data dilakukan, data diolah secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil kompilasi data akan dilakukan pembersihan agar tidak terdapat kesalahan record, kemudian dilanjutkan dengan entry data, melalui sistem SPSS ver. 12. Kemudian seluruh data ditabulasi sesuai dengan keperluan, sehingga dapat menghasilkan output akhir sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. 

d. Analisis Data


 Analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini analisis data dilakukan untuk mencapai  tujuan pertama penelitian  yang akan dicapai dengan menemukan gambaran tentang proses awal pembentukan KUBE Masyarakat  miskin yang menerima bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial.

Adapun tahap – tahap penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dalam alur penelitian pada bagan dibawah ini.


Bagan : ALUR TAHAP PENELITIAN
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e. Output Penelitian 

Output atau hasil penelitian ini adalah berupa  pedoman kebijakan model Kelompok Usaha Bersama masyarakat miskin yang tepat dalam Program pengentasan kemiskinan. 

BAB V.
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Gambaran Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan 

  Langsung Pemberdayaan Sosial di Sumatera Barat.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan suatu program pendidikan, pembimbingan dan pengarahan kepada keluarga fakir miskin, agar mau dan mampu menjangkau fasilitas dan kemudahan pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Program ini merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dibawah Direktorat pemberdayaan Fakir Miskin Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial pada tahun 2007.  Menurut PP No. 42 tahun 1981, Fakir Miskin (FM) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan  

   Adapun tujuan program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM)  melalui  mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) adalah :

1. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE fakir miskin

2. Meningkatkan kemampuan KUBE fakir miskin dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar dan pasar, perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan

4. Memperluas peluang dan kesempatan pelayanan kepada fakir miskin

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin ada 3, yaitu : 
1.  Program Pemberdayaan Fakir Miskin didasarkan pada pendekatan “Pembangunan Bertumpu Pada Kelompok” (community based development approach).
2.  Pendekatan pada kelompok ini didasarkan atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, yang pada dasarnya mengarah pada efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya capital social (modal sosial).
3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai wadah/organisasi dalam mengelola  Usaha Ekonomi Produktif. 
    Program P2FM diwadahi dalam bentuk KUBE, karena dengan sistem KUBE, kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring  dan pembinaannya akan lebih efektif dan efisien  baik dari segi pembiayaan, tenaga dan waktu yang digunakan. Dengan pembinaan melalui kelompok KUBE, maka diharapkan kelompok ini akan saling membantu satu sama lain antara yang lemah dengan yang lebih mampu, baik dalam kemampuan, keterampilan, modal dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan KUBE. Diharapkan dengan KUBE, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas karena mereka hidup dalam kelompok.
Tujuan KUBE

· Meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan,  sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan 

· Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya, 

· Meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.
  
Di propinsi Sumatera Barat Program P2FM melalui BLPS ini diberikan pada 1500 orang kepala keluarga yang tergolong sebagai keluarga Fakir Miskin. Program ini dilakukan di 6 kabupaten dengan total anggaran sebesar Rp 6 Milyar, yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar dan Kab. Sawahlunto Sijunjung  dalam bentuk 138 KUBE atau sebanyak 250 orang keluarga fakir miskin per Kabupaten. Jumlah anggota masing-masing KUBE berbeda, berkisar 10 – 13 orang per KUBE. Bantuan yang diberikan pada KUBE berbeda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, namun setiap Kabupaten memperoleh. Seperti daerah yang berpantai maka bantuan diberikan dalam bentuk perkapalan, sedangkan daerah pertanian seperti  Kab. Tanah Datar bantuan diberikan dalam bentuk bantuan ternak kambing.
5.2. Program P2FM melalui BLPS di Kab. Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu dari 19 Kabupaten di propinsi Sumatera Barat dan mempunyai luas wilayah 4.248,40 km2 itu. Dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kota-kota penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Empat, Sasak,  Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Simpang Tiga, Desa Baru, dan lain-lain. Kab. Pasaman Barat dikenal sebagai  daerah bahari yang memiliki pantai sepanjang lebih kurang 100 km. 
Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu kabupaten yang mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan yaitu Program P2FM melalui BLPS di propinsi Sumatera Barat pada tahun 2007. Bantuan ini disalurkan pada 19 KUBE di 2 Kecamatan yaitu kec. Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Sungai Beremas yang tersebar pada 10. Desa yang menjadi penerima bantuan adalah desa-desa yang berada di kantong-kantong kemiskinan, karena yang berhak menerima bantuan program P2FM adalah rumah tangga fakir miskin, yaitu rumah tangga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kantong-kantong kemiskinan di Kab. Pasaman Barat 
5.2.1. Profil KUBE di kabupaten Pasaman Barat.
Program P2FM melalui BLPS di kab. Pasaman Barat di berikan pada 19 KUBE yang terletak di kec. Sasak Ranah Pasisie dan kec. Sungai Beremas. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan kec. Sungai Beremas merupakan daerah pesisir  yang aktivitas perekonomian masyarakatnya banyak bergerak di sektor kelautan. Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan kec. Sungai Beremas adalah nelayan, hal ini terlihat dari produksi ikan laut yang banyak dihasilkan. Bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan kec. Sungai Beremas merupakan daerah penghasil ikan laut terbesar di Kabupaten Pasaman Barat (BPS, 2008). Karena mata pencaharian utamanya lebih banyak sebagai nelayan, maka dalam program P2FM melalui BLPS ini pemerintah memberikan bantuan berupa Kapal Boat  untuk setiap KUBE dimana sebuah Kapal Boat  dihargai sebesar Rp 78 juta.
Junlah anggota KUBE yang diambil sebagai sampel di Kab. Pasaman Barat adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dan berasal dari 13 KUBE, dengan rincian  5 KUBE dari Kec. Sasak Ranah Pasisie dan 8 KUBE dari Kec. Sungai Beremas. Masing-masing KUBE tersebut dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.
Tabel 5.1. Nama KUBE dan jumlah sampel di Kab. Pasaman Barat

	No
	Nama KUBE
	Jumlah sampel (orang)

	1.
	Cumi-cumi
	3

	2.
	Camar Laut
	4

	3.
	Kakap Merah
	3

	4.
	Maju Bersama
	2

	5.
	Mutiara Laut I
	2

	6.
	Mutiara laut II
	1

	7.
	Pantai Indah
	2

	8.
	Saiyo I
	3

	9.
	Saiyo II
	1

	10.
	Sakura
	3

	11.
	Tenggiri
	4

	12.
	Teripang
	3

	13.
	Usaha Mandiri
	4

	
	Total  sampel di Kab. Pasaman Barat (13 KUBE)
	35


 Sumber : Hasil Survey penelitian di Kec. Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Sungai 
                 Beremas di Kab. Pasaman Barat. 2009.
5.2.2. Karakteristik Anggota KUBE

a. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Anggota KUBE

Karakteristik anggota KUBE berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat semuanya adalah laki-laki. Bila dilihat menurut tingkat pendidikan, maka anggota KUBE lebih banyak yang tamat SD/ sederajat, yaitu 37,1 %. Namun bila dibandingkan dengan  jumlah anggota yang tamat SLTP dan SMU  tidak berbeda jauh seperti terlihat pada Tabel 5.4, dimana anggota KUBE yang tingkat pendidikannya tamat SLTP dan tamat SMU berjumlah 25,7 % dan 31,4 %.
    Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Anggota KUBE di Kab. Pasaman Barat

	No
	Tingkat Pendidikan Tertinggi
	frekuensi
	Persen

	1.
	Tidak Pernah Sekolah
	1
	2,9

	2.
	Tamat SD/Sederajat
	13
	37,1

	3.
	Tamat SLTP/Sederajat
	9
	25,7

	4.
	Tamat SMU/Sederajat
	11
	31,4

	5.
	DI-DIII/Sarmud
	1
	2,9

	
	Total 
	35
	100


 Sumber : Hasil Survey penelitian di Kec. Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Sungai 
                 Beremas di Kab. Pasaman Barat. 2009.
b. Mata Pencaharian Anggota KUBE 

Mata pencaharian utama anggota KUBE di Kec. Sasak Ranah Pasisie dan Kec. Sungai Beremas adalah sebagai nelayan. Namun dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tidak semua anggota KUBE mempunyai jenis pekerjaan yang sama, dimana 8,6 % anggota KUBE tidak mempunyai jenis pekerjaan yang sama, bahkan terdapat 2,9 % yang tidak punya usaha sama sekali, tapi tetap bergabung sebagai anggota KUBE. Atau dengan kata lain hanya 88,6 % anggota KUBE mempunyai jenis pekerjaan yang sama sebagai nelayan. Padahal bila diikuti pendekatan yang digunakan dalam program P2FM melalui BLPS ini seharusnya anggota KUBE adalah anggota yang mempunyai usaha atau jenis kegiatan yang sama. 

5.3. Program P2FM melalui BLPS di Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. Kabupaten Tanah Datar mempunyai  sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik dan budidaya ikan air tawar.

Dalam program P2FM melalui BLPS, Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang memiliki jumlah KUBE terbanyak, yaitu 25 KUBE yang tersebar di 2 Kecamatan, yaitu  12 KUBE di Kec. Sungai Tarab dan 13  KUBE di Kec. Salimpaung (Tabel 5.5). Kabupaten. Tanah Datar diberikan bantuan di bidang peternakan dengan jenis bantuan berupa ternak Kambing jenis Cross-Bur, karena mata pencaharian utama masyarakat adalah di bidang pertanian dan peternakan. Jumlah anggaran untuk Kabupaten Tanah Datar senilai Rp 1,5 Milyar dimana masing-masing KUBE mendapatkan bantuan senilai Rp 60 juta. Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 orang. Bantuan kambing diberikan per anggota, dimana setiap anggota diberikan kambing  sebanyak 4 ekor seharga 6 juta.
5.3.1. Profil KUBE di kabupaten Tanah Datar
Jumlah sampel KUBE di Kab. Tanah berjumlah 8 KUBE dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang yang tersebar di 7 desa / jorong. Masing-masing KUBE diambil sampel sebanyak 29 orang Anggota, 4 orang Ketua, 4 orang Sekretaris dan 3 orang Bendahara.

Tabel 5.3. Nama KUBE dan jumlah sampel di Kab. Tanah Datar
	No
	Nama KUBE
	Jumlah sampel (orang)

	1.
	An-Nur
	5

	2.
	As Salam
	5

	3.
	At-taqwa
	5

	4.
	Fisabilillah
	5

	5.
	Hidayah
	5

	6.
	Ihlas
	5

	7.
	Nur Yaqin
	5

	8.
	Ar-Rahman
	5

	
	Total  sampel di Kab. Pasaman Barat (13 KUBE)
	40


 Sumber : Hasil Survey penelitian di Kec. Salimpaung dan Kec. Sungai Tarab 
                di Kab. Tanah Datar. 2009.

5.3.2. Karakteristik Anggota KUBE

a. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Anggota KUBE
Berbeda dengan Kabupaten Pasaman Barat, di Kabupaten tanah Datar anggota KUBE tidak semuanya laki-laki. Dari hasil penelitian terdapat sekitar 37,5 % anggota KUBE adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan jenis bantuan yang juga bisa dikelola oleh perempuan, yaitu ternak kambing.
    Tabel 5.4. Anggota KUBE berdasarkan Jenis Kelamin  di Kab. Tanah datar
	No
	Jenis Kelamin
	frekuensi
	Persen

	1.
	Laki-laki
	25
	62,5

	2.
	Perempuan
	15
	37,5

	
	Total 
	40
	100


Sumber : Hasil Survey penelitian di Kec. Salimpaung dan Kec. Sungai Tarab 

                di Kab. Tanah Datar. 2009.

Adanya bantuan ternak yang juga diterima oleh perempuan menunjukkan bahwa anggota KUBE tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja, tetapi juga diterima oleh perempuan. Umumnya kepala rumah tangga perempuan yang ikut menjadi anggota KUBE adalah janda, baik karena suaminya meninggal maupun karena sudah bercerai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, anggota KUBE mempunyai tingkat pendidikan yang lebih banyak tamatan SD/sederajat yaitu 65 % dengan tingkat pendidikan tertinggi hanya sampai tamat SMU/sederajat (Tabel 5.8).
    Tabel 5.5. Tingkat Pendidikan Anggota KUBE di Kab. Tanah Datar
	No
	Tingkat Pendidikan Tertinggi
	frekuensi
	Persen

	1.
	Tamat SD/Sederajat
	26
	65,0

	2.
	Tamat SLTP/Sederajat
	8
	20,0

	3.
	Tamat SMU/Sederajat
	6
	15,0

	
	Total 
	40
	100


Sumber : Hasil Survey penelitian di Kec. Salimpaung dan Kec. Sungai Tarab 

                di Kab. Tanah Datar. 2009.

b. Mata Pencaharian Anggota KUBE 


Mata pencaharian utama anggota KUBE di Kec. Salimpaung dan Kec. Sungai Tarab di kabupaten Tanah Datar adalah sebagai petandan  peternak Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa semua anggota KUBE mempunyai jenis pekerjaan yang sama, dimana hanya 1 orang atau hanya 2,5 % anggota KUBE yang tidak mempunyai jenis pekerjaan yang sama, bahkan terdapat 2,9 % yang tidak punya usaha sama sekali, tapi tetap bergabung sebagai anggota KUBE. Atau dengan kata lain hanya 88,6 % anggota KUBE mempunyai jenis pekerjaan yang sama sebagai nelayan. Padahal bila diikuti pendekatan yang digunakan dalam program P2FM melalui BLPS ini seharusnya anggota KUBE adalah anggota yang mempunyai usaha atau jenis kegiatan yang sama. 

5.4. Proses terbentuknya KUBE dalam program P2FM melalui BLPS
Dengan menganalisa 23 KUBE dari 44 KUBE yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar, diperoleh gambaran tentang bagaimana proses terbentuknya KUBE dalam program pengentasan kemiskinan. Proses Pembentukan KUBE masyarakat miskin pada 2 kabupaten dibentuk dengan cara yang berbeda. Di Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat belum pernah membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar, masyarakat sudah mempunyai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diwadahi oleh yayasan PARMUSI (Persatuan Muslim Indonesia). Namun dalam  Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial ini,  pembentukan KUBE lebih  bersifat dadakan. Atau dengan kata lain KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk membentuk KUBE.  
 Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE  belum ada sebelum adanya program P2FM melalui BLPS diterima. Proses pembentukan KUBE dimulai dari adanya informasi dari Satker Dinas Sosial untuk segera membentuk KUBE masyarakat miskin sehubungan dengan  adanya program  bantuan yang akan diterima kepada Wali Nagari dan Jorong pada desa-desa yang telah diidentifikasi oleh dinas termasuk sebagai kantong-kantong kemiskinan. 
 Sebanyak 89,5 % anggota KUBE menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 hari, karena tenggang waktu yang diberikan untuk membentuk KUBE hanya  2 hari. Masyarakat yang menjadi anggota KUBE dibentuk berdasarkan kebijakan dari Wali Nagari dan Jorong setempat, walaupun tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang program dan bentuk bantuan apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Satker hanya menekankan bahwa anggota KUBE adalah masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin.Tenggang waktu yang sempit berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai anggota KUBE. Hal ini terlihat dari adanya anggota KUBE yang hanya terdiri dari sanak famili  atau kerabat  dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk sebagai anggota KUBE. Hal ini terjadi karena Jorong dan Wali Nagari dikejar waktu yang sempit sehingga ada nama yang diajukan  hanya berdasarkan data sekunder yang tersedia di tingkat pemerintahan nagari saja, sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka tergabung sebagai anggota KUBE. Bahkan keadaan tersebut berlanjut sampai program bantuan  datang, mereka tidak tahu sama sekali bahwa mereka termasuk dalam anggota KUBE yang juga berhak menikmati bantuan program.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pembentukan KUBE tidak sepenuhnya diiringi oleh  campur tangan dari Dinas Sosial (Satker). Sekitar 54,1 % anggota KUBE menyatakan bahwa dalam proses pembentukan KUBE tidak ada campur tangan dari Dinas, sedangkan 45,9 % menyatakan ada campur tangan dari Dinas Sosial, tetapi hanya berupa gambaran singkat profil KUBE yang akan dibentuk yang disampaikan pada  Wali Nagari / Jorong saja, dan bukan merupakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang KUBE yang akan dibentuk.
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pembentukan KUBE lebih banyak bersifat dadakan, KUBE terbentuk bukan berdasarkan keinginan masyarakat dan banyak KUBE bukan merupakan kristalisasi  dari kelompok-kelompok yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan kata lain pembentukan KUBE umumnya masih bersifat Top-down dan bukan bottom-up. Terbentuknya KUBE belum melalui proses sosialisasi dari Dinas terkait tetapi umumnya hanya diserahkan sepenuhnya pada Jorong untuk merekrut masyarakat sebagai anggota KUBE dengan tenggang waktu yang sangat sempit (2 hari). Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat pemaksaan. 

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Sumatera Barat di lakukan di 6  Kabupaten dengan total anggaran kemiskinan sebesar Rp. 6 Milyar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan program pengentasan kemiskinan untuk  masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif sebagai nelayan di wilayah pesisir, sedangkan  Kabupaten Tanah datar menerima bantuan untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif dibidang peternakan. Bantuan diberikan sebesar Rp 6 juta per anggota KUBE. 
Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 13 anggota  untuk 1 KUBE dengan sehingga total bantuan yang diterima sebesar Rp 78 juta per KUBE. Di kabupaten Pasaman Barat bantuan program diwujudkan dalam bentuk Kapal Boat untuk para nelayan miskin yang berada di pinggiran pantai, yaitu di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Air bangis. Bantuan Kapal Boat diberikan sebanyak 1 buah untuk 1 KUBE dengan anggaran sebesar Rp 78 juta per  KUBE, sedangkan di Kabupatan Tanah Datar bantuan program diberikan dalam bentuk ternak Kambing Cross-Boer, dimana setiap anggota mendapatkan  4 ekor kambing seharga Rp 6 juta per anggota KUBE atau total Rp 60 juta per KUBE.

Dengan menganalisa 23 KUBE dari 44 KUBE yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar, diperoleh gambaran tentang bagaimana proses terbentuknya KUBE dalam program pengentasan kemiskinan. Proses Pembentukan KUBE masyarakat miskin dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial lebih  bersifat dadakan. Atau dengan kata lain KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (Top-down) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk membentuk KUBE.  

 Sebanyak 94,4 % anggota KUBE menyatakan bahwa KUBE  belum ada sebelum adanya program P2FM melalui BLPS diterima. Proses pembentukan KUBE dimulai dari adanya informasi dari Satker Dinas Sosial untuk segera membentuk KUBE masyarakat miskin kepada Wali Nagari dan Jorong dimana sekitar 89,5 % anggota KUBE menyatakan bahwa proses pembentukan KUBE hanya membutuhkan waktu 1 hari.
 Masyarakat yang menjadi anggota KUBE dibentuk berdasarkan kebijakan dari Wali Nagari dan Jorong setempat, walaupun tanpa adanya sosialisasi dari dinas tentang KUBE, program dan bentuk bantuan apa yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada cara pengambilan masyarakat miskin sebagai anggota KUBE. Hal ini terlihat dari adanya anggota KUBE yang hanya terdiri dari sanak famili  atau kerabat  dekat dengan Jorong dan bahkan sebesar 4,1 % ada anggota KUBE tidak saling kenal dan tidak mengetahui bahwa mereka termasuk sebagai anggota KUBE. 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan KUBE lebih banyak bersifat dadakan, KUBE terbentuk bukan berdasarkan keinginan masyarakat dan banyak KUBE bukan merupakan kristalisasi  dari kelompok-kelompok yang sudah ada dalam masyarakat. Dengan kata lain pembentukan KUBE umumnya masih bersifat Top-down dan bukan bottom-up. Terbentuknya KUBE belum melalui proses sosialisasi dari Dinas terkait tetapi umumnya hanya diserahkan sepenuhnya pada Jorong untuk merekrut masyarakat sebagai anggota KUBE dengan tenggang waktu yang sangat sempit (2 hari). Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat pemaksaan. 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka kajian ini perlu dilanjutkan untuk menganalisa bagaimana keberdayaan KUBE dalam mensukseskan sebuah program dengan latar belakang pembentukan KUBE yang beragam.Eksisnya (Berdaya atau Tidak Berdaya)  sebuah KUBE dalam menjalankan sebuah program sangat didukung oleh latar belakang terbentuknya dalam menjalankan sebuah kegiatan / program. Hal ini didukung pula dengan tantangan KUBE dimana jenis bantuan yang diberikan pada KUBE telah ditetapkan bentuknya yang umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan  masyarakat. Berdasarkan hal tersebut  perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana permasalahan KUBE dalam implementasi program berdasarkan proses pembentukan KUBE. Sehingga dari proses pembentukan KUBE dan permasalahan KUBE dalam implementasinya, dapat diperoleh rekonstruksi pemodelan KUBE yang tepat dalam program pengentasan kemiskinan.
6.2. Saran


Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang proses terbentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hal  tersebut dapat dikemukakan beberapa saran demi, tercapainya pengurangan angka kemiskinan sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pembentukan KUBE harus ada sosialisasi dari dinas terkait terhadap masyarakat sehingga masyarakat memahami kegunaan KUBE.

2. Pemilihan anggota KUBE seharusnya diiringi oleh Dinas terkait, sehingga tidak terjadi kesenjangan keanggotaan dan keanggotaan dapat mewakili suatu desa, dan bukan berdasarkan kekerabatan sekelompok orang tertentu.

3. Penelitian ini sangat perlu dilanjutkan mengingat banyaknya KUBE-KUBE yang tidak berdaya setelah 2 tahun berjalan, namun ada juga KUBE yang masih tetap eksis sampai sekarang walaupun proses pembentukan KUBE bersifat dadakan. Sehingga akhirnya dapat diambil sehelai ‘benang merah’ tentang bentuk model KUBE yang tepat dalam sebuah program pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.
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